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BAB 5  

SARAN 

 

5.1 Saran 

Berdasarkan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker Bidang 

Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2023 secara daring melalui media 

Zoom Meeting dapat diberikan saran: 

1. Semua calon apoteker diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam 

berdiskusi untuk menambah wawasan dalam pekerjaan kefarmasian 

dan menggali pengetahuan dan memahami peran, fungsi, posisi dan 

tanggung jawab apoteker dalam kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian yang terdapat pada 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

2. Diharapkan semua calon apoteker memahami penggunaan aplikasi 

khusus milik Dinas Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat untuk mempermudah pemberian informasi kesehatan 

secara lebih rinci. 

3. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 

dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom 

akan lebih baik apabila disertai dengan foto/video terkait tempat-

tempat kegiatan dan saat kegiatan berlangsung yang ada di Dinas 

Kesehatan, sehingga semua calon apoteker dapat memiliki 

gambaran lebih jelas mengenai pekerjaan kefarmasian dan strategi 

apa saja yang dilakukan pemerintahan di Dinas Kesehatan.
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